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Abstrak

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu
ekonomi yang mempelajari sifat, fungsi, dan pengaruhnya terhadap
aktivitas ekonomi suatu negara. Dalam konteks Islam, kebijakan moneter
tidak hanya fokus pada penawaran dan permintaan uang, tetapi juga
menekankan prinsip keadilan dan persaudaraan. Tujuan utamanya adalah
untuk mencapai kesetaraan dan memastikan distribusi kekayaan serta
pendapatan yang adil. Pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik moneter
menggunakan standar bimetal (emas dan perak). Kebijakan moneter
mengatur jumlah dan distribusi uang untuk menjaga stabilitas ekonomi
domestik dan eksternal. Kebijakan moneter konvensional memiliki
kelemahan karena bergantung pada suku bunga dan riba, yang dilarang
dalam Islam. Pengelolaan mata uang syariah berdasarkan prinsip bagi hasil
telah memberikan dampak positif di beberapa negara, meskipun tidak
selalu menjadi solusi jangka pendek. Kebijakan moneter syariah harus
bebas dari suku bunga dan riba, menggunakan instrumen yang sesuai
dengan hukum syariah.
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A. Latar Belakang Masalah
Ekonomi adalah topik yang selalu menarik perhatian dan tid ak

pernah membosankan untuk dibahas dalam kehidupan sehari-hari.

Perkemb ang an perad ab an suatu neg ara dari waktu ke waktu seringk ali



menyeb abk an perub ah an kinerja ekonomi neg ara tersebut, yang d ap at
meng akib atkan ketid akstabilan ekonomi. Ketid akstabilan ekonomi
merupakan ancaman terbesar bagi negara mana pun karena dapat
menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat, yakni kesenjangan
antara si kaya dan si miskin (Aini, Ihda, 2019). Oleh karena itu,
pemerintah terus mencari solusi agar kesenjangan ekonomi ini tid ak
muncul di tengah masyarakat dan negara.

Sektor moneter adalah jaringan yang sangat penting yang dapat
mempengaruhi sektor riil dalam perekonomian. Kebijakan moneter
berfungsi sebagai instrumen yang sangat penting bagi kebijakan publik,
baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Untuk
menjalankan fungsinya dengan baik, kebijakan moneter harus melakukan
pengawasan menyeluruh terhadap seluruh sistem perekonomian, terutama
sistem keuangan (Cindy Novitasari dan Ray Dwiki Syahputra, 2021).

Uang adalah komoditas paling penting dalam konsep keuangan.
Pandangan Islam tentang uang berbeda dengan pandangan konvensional.
Dalam ekonomi konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang bisa
diperjualbelikan dan disewakan untuk mendapatkan keuntungan.
Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar untuk
menghindari riba. Uang muncul dari keinginan pihak-pihak yang melakukan
pertukaran untuk memenuhi kebutuhan mereka secara bersamaan.
Namun, semakin banyak kebutuhan akan pembatasan dalam pelaksanaan
pertukaran, semakin sulit untuk memenuhi berbagai keperluan dari
berbagai jenis. Akibatnya, orang-orang mengalami kesulitan dalam
menemukan permintaan umum dan menetapkan nilai sebenarnya dari
barang yang dipertukarkan (Sitti Nikmah Marzuk, dkk, 2021).

Kebijakan moneter adalah usaha untuk mengatur atau
mengendalikan kondisi perekonomian suatu negara. Usaha ini bertujuan

mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui stabilisasi harga
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dan pencegahan inflasi. Dengan kebijakan moneter, pemerintah juga dapat
mengelola jumlah uang yang beredar di negara tersebut, termasuk
mempertahankan, mengawasi, menambah, atau mengurangi jumlahnya
(Nanang Sobarna, 2019)

Kebijakan moneter sangat erat kaitannya dengan jumlah uang yang
beredar. Untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu negara, sektor
keuangan berperan penting. Jika jumlah uang yang beredar tidak
mencukupi, negara tersebut akan mengalami deflasi. Sebaliknya, jika
jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan, inflasi akan terjadi. Untuk
menjaga agar jumlah uang yang beredar tetap stabil, bank sentral harus
mengawasi kestabilan tersebut. Indikator keberhasilan kebijakan ini
mencakup perbaikan neraca pembayaran dan kestabilan ekonomi. Dalam
ekonomi Islam, tujuan kebijakan ini sama dengan ekonomi konvensional,
yaitu menyeimbangkan dan menstabilkan mata uang, menjaga likuiditas,
menciptakan instrumen keuangan yang beragam, transparansi, dan
mekanisme pasar yang efektif. Dengan demikian, ekonomi suatu negara
dapat tumbuh sesuai harapan.

B. Kajian Teoritis

Kebijakan moneter adalah salah satu cara yang digunakan oleh
suatu negara untuk mengendalikan dan mengarahkan kondisi ekonomi
makro agar lebih baik, dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Tujuan
utamanya adalah meningkatkan kesetimbangan dan mempertahankan
stabilitas harga. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat menambah,
mengurangi, atau mempertahankan jumlah uang yang beredar dalam
perekonomian. Kebijakan moneter berfungsi sebagai kunci untuk
memperoleh strategi ekonomi makro yang efektif guna mengatasi inflasi.

Otoritas moneter memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat
harga dan nilai tukar suatu negara. Mereka melakukan ini dengan

mengontrol jumlah uang yang beredar, mempengaruhi suku bunga,
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mengatur aliran kredit, dan memantau perkembangan sektor keuangan.
Salah satu strategi yang digunakan adalah bank sentral menetapkan suku
bunga untuk deposito bank dan menentukan persentase aset yang dapat
dipinjamkan. Dalam beberapa kasus, kegiatan penegakan kebijakan bank
sentral telah berkembang selama periode yang panjang.

Secara syariah, kebijakan moneter harus bebas dari riba dan bunga,
karena riba yang termasuk dalam bunga bank sangat dilarang dalam Islam.
Larangan ini menghilangkan peran bunga dalam ekonomi kapitalis, yang
merupakan instrumen utama pengelolaan uang. Dalam Islam, pengelolaan
uang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Jumlah uang yang beredar diatur
dengan menambah atau mengurangi jumlahnya sesuai kebutuhan.

Berikut adalah beberapa artikel penelitian yang relevan untuk
mendukung bahasan ini. Pertama, artikel berjudul “Kebijakan Moneter
dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Ahmad Fuad. Artikel ini
menjelaskan bahwa sistem moneter dalam Islam memiliki ciri khas khusus
dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, terutama karena
manajemen pengelolaannya tidak menggunakan bunga, yang menjadi
perbedaan utama dari ekonomi konvensional (Ahmad Fuad, 2020).

Kedua, artikel berjudul “Kebijakan Moneter Syariah” yang ditulis oleh
Lugmanul Hakiem Ajuna. Artikel ini menjelaskan bahwa keberhasilan
ekonomi suatu negara tercermin dalam kebijakan moneternya. Kebijakan
moneter ini dibentuk berdasarkan respons ekonomi mikro yang didorong
oleh pembuat kebijakan moneter di tingkat makro. Selain itu, kebijakan
moneter ini juga harus sesuai dengan syariat agar ekonomi tumbuh dengan
berkah Allah (Lugmanul Hakiem Ajuna, 2017).

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian tinjauan literatur digunakan

dalam penyusunan jurnal ini. Kajian tinjau an pustak a merup akan salah

satu strategi pencarian, yang berarti bahwa kerangka kerja pustaka
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yang sistematis memiliki pendekatan top-down (Sugiyono, 2010).
Artinya, dokumen yang disintesis diidentifikasi melalui pencarian
sistematis jurnal ilmiah atau database ilmiah yang relevan. Untuk
banyak pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dapat menjadi alat
metodologi terbaik untuk memberikan jawaban. Ini sangat berguna,
misalny a, ketika seorang peneliti mengev alu asi teori atau bukti dalam
bidang tertentu, atau memeriksa validitas atau akurasi teori tertentu
atau teori yang bersaing. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan
pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kejadian yang
sebenarnya.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif. Metode ini menggunakan teknik penyajian hasil dalam bentuk
naratif serta menegaskan pencarian makna, konsep, dan pengertian, atau
mendeskripsikan suatu kejadian. Dalam pendekatan kualitatif ini, penulis
menggunakan literatur yang relevan, termasuk buku-buku dan dokumen-
dokumen dari sumber publikasi. Penulis kemudian mengkaji dan menarik
kesimpulan dari sumber-sumber yang terkumpul untuk mendeskripsikan
masalah kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Teknik pengumpulan
data mengikuti sumber-sumber publikasi tersebut. Deskriptif berarti hasil
penelitian dideskripsikan sejelas mungkin berdasarkan data yang telah
dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan apapun dari penelitian tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sistem Moneter Menurut Perspektif Islam

Uang dan moneter memiliki hubungan yang sangat erat, Al-
Ghazali memandang uang sebagai stand ar pengukuran (satuan) agar
tid ak terjadi kejah atan penipuan dan kecurangan. Uang menjadi solusi
dari berbagai permasalahan dari sistem barter. Dinar dan dirham
merup akan kekayaan paling utama dari pada yang lainnya. la juga
mempuny ai pandangan bahwa uang adalah bebas nilai atau netral
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Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa uang merupakan standar
nilai dan alat tukar, bukan suatu komuditi yang diperd agangkan. U ang
harus proporsional dalam transaksi dimana harga ditetapkan.
Sedangkan Ibnu Kh aldun berpend ap at b ahw a uang merup akan stand ar
pengukuran dan penyimpan nilai, Menurutnya uang yang relatif stabil
d an tid ak mud ah fluktu atif adalah uang emas dan perak.

Sistem moneter Islam adalah sekumpulan aturan dan pedoman
y ang digun ak an untuk meng atur keuangan dalam suatu negara. Dalam
setiap sistem keuangan tergantung pada satuan dasar keuangan y ang
digunakan apakah emas, perak, emas dan perak, atau fiat money. Ada
tiga perbedaan yang asasi dalan sistem moneter Islam dan
konvension al:

Sistem moneter konvensional menggunakan instrument bunga,
sedangkan system moneter Islam menggun akan profit and loss sh aring
(PLS). Dalam PLS berlaku system win win solution, semu a pih ak dijamin
ke adilanny a, tid ak ad a pih ak-pih ak yang men anggung kerugian secara
tidak adil. Antara pemilik modal dan pengusaha membagi keuntungan
d an menanggung kerugian secara Bersama-sama.

P ad a sistem moneter konvension al terd ap at cad ang an fraksion al
bank. Dalam hal ini bank wajib menyimpan cadangan dalam
persentase tertentu dari dan ayang telah dihimpun. Oleh karena itu b ank
menciptakan jenis lain dari fiat money, berupa demand deposits dan
uang elektronik. Sistem ini dapat memberikan keuntungan seignior age
yang tidak adil. Sedangkan pada sistem ekonomi Islam, dengan sistem
serratus persen cadangan bank, maka tidak ada opportunity bagi bank
untuk membu at uang b aru, karena b ank harus menyimpan semua dana
cadangannya di bank sentral. Sed ang untuk pembiayaan, bank hanya

d ap at meny alurk anny a maksimum sesu ai simpanan awal saja. Karena
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itu b ank tid ak menciptakan day a beli baru yang tid ak adil, dan terhind ar
daririba.

Penggunaan uang fiat yang nilainya tidak sama dengan nilai
nomin alnya. Menerbitkan uang fiat berarti menciptakan daya beli baru
dari sesuatu yang tidak ada dan dapat memberikan keuntungan yang
tidak adil. Berbeda dengan uang emas dan perak yang berlaku dalam

Islam, tid ak terd ap at berbed aan nilai pada intrinsik dan nomin alny a.

Tabel 1
Perbed aan Sistem Moneter Konvension al d an Islam
Konvension al Islam
Instrumen Suku Bunga Konsep bagi Hasil

Fractional Reserve Banking | 100 Percent Reserve Banking
System System

Penggunaan Uang Flat Full Bodied/Fully B acked Money

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter islam tidak berbeda
dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga
stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal)
sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkandap at
tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan
ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal
ini disebutkan Al-Qur’an dalam QS.AlLAn’am:152 :
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‘Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali

dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia)
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dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
K ami tid ak membeb ani seseor ang mel aink an menurut kes anggup anny a.
Apabila kamu Dberbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia
kerab at(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan
kepadamu agar kamu ing at.”

Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda,
namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syari'ah
berbeda dengan yangkonvensionalterutamadalam pemilihan target
dan instrumennya. Perbedaan yangmendasar antara kedua jenis
instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya
jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga).
Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan
kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan
moneter berbasis syariahtidak memungkinkan menetapkan suku
bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.
Instrumen-Instrumen Kebijakan Moneter dalam Konvensional dan
Perspektif Isl am

Ada empat instrumen utama yang digunakan untuk meng atur
jumlah uang y ang beredar:

1. Operasi pasar terbuka (Open Market Oper ation)

Pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara
menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah
(government security). Bank sentral dapat membuat perubahan-
perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan melakukan jual
beli surat-surat berharga. Bentuk tindakan yang akan diambil
tergantung kepada masalah ekonomi yang dihadapi. Pada waktu
perekonomian mengalami masalah resesi, penawaran uang perlu
ditambah.Bank sentral menambah penawaran wuang dengan

melakukan pembelian surat-surat berharga.
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Penawaran uang akan bertambah karena apabila bank bank
sentral melakukan pembayaran ke atas pembeliannya itu, maka
cadangan yang ada padabank perdagangan menjadi lebih besar.
Dengan adanya  kelebihan cadangan tersebut maka dapat
memberikan pinjaman yang lebih banyak. Pinjaman ini akan
diivestasikan dan kegiatan ekonomi Negara akan menjadi
bertambah tinggi.

Didalam masa inflasi, kegiatan ekonomi yang berlebih-lebihan
harus dikurangkan.Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah
dengan mengurangkan penawaran uang.Tujuan ini dapat dicapai
oleh bank sentral dengan membeli surat-surat berharga. Dengan
penjualan itu tabungan giral masyarakat dan cadangan yang
dipegang oleh bank-bank perdagangan akan berkurang. Supaya
operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan
memberikan efek yang diharapkan, dua keadaaan haruslah wujud
dalam perekonomian.

2. Fasilitas diskonto (Discounto R ate)

Tingk at bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan
pemerintah atas b ank-bak umum y ang menjamin ke b ank sentral.D alam
menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank
perdagangan, b ank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak
kehilangan kepercayaan kepada system bank. Salah satu cara
untuk mewujudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-
bank perdagangan selalu sanggup membayar semua cek yang
dikeluarkan nasabah-nasabahnya. Yang pertama adalah dengan
membu at pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan
tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-
bank perdangan. Dan yang kedua adalah dengan member
pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi masalah dalam

M
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cadangannya, yaitu cadangannya adalah kurang dari cadangan
minimum y ang ditetapk an oleh peraturan.

Peranan bank sentral sebagai suatu sumber pinjaman atau
tempat untuk mendiskontokan surat-suratberharga tersebut dapat
digunakan oleh bank sentral sebagai suatu alat untuk
mengendalikan jumlah penawaran uang dan tingkat kegiatan
ekonomi. Dalam keadaan di mana kegiatan ekonomi berada di
bawah tingkat yang mewujudkan kesempatan kerja yang tinggi, bank
sentral dapat mempertinggi kegiatan ekonomi dengan murunkan
suku diskonto.

Dengan penurunan suku bunga diskonto, biaya yang harus
dibayar oleh bank-bank perdagangan untuk meminjam dari bank
sentral menjadi lebih murah. Ini akan menggalakkan mereka
untukmemberikan lebih banyak pinjaman. Sebaliknya, apabila bank
sentral inin mengurangi kegiatan ekononomi yang sudah mencapai
tingk at y ang terlalu tinggi, suk a diskonto perlu din aikkan. Ken aik an suku
diskonto ini akan mendorong b ank-b ank perdagangan
menaikkansuku bunga ke atas pinjaman-pinjaman yang diberikan.
Oleh karenanya para pengusaha enggan membuat pinjaman baru
dan pelanggan-pelanggan yang telah membuat pinjaman akan
mengembalikan pinjaman yanga dibuat pada masa lalu. Pada
akhirny a kegiatan ekonomi Negara akan menurun.

3. Rasio cadangan wajib (Reserve Requirement R atio)

Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah
uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka
kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding
sebelumnya. Kesuksesan kedua jenis kebijakan moneter yang baru
dibicarakan di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan
bank perdangan mempunyai kelebihan cadangan atau tidak.

M
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Apabila kelebihan cadangan terdapat dalam kebanyakan bank
perdagangan, kedua-dua tindakan di atas tidak dapat digunakan
untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uang.

Dengan adanya kelebihan cadangan, operasi pasar terbuka
dan mengubah suku diskonto tidak mewujudkan efek yang
diharapkan.Apabila kelebihan cadangan banyak terdapat di bank-
bank perdangan, di dalam mempengaruhi penawaran uang,
langkah bank sentral yang paling efektif adalah dengan
mengub ah tingkat cadangan minimum.

Kelebihan cadangan yang terdapat dalam bank perdagangan
akan dapat dihapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan
minimum tersebut. Contoh, misalkan cadangan minimum yang
diwajibkan adalah dua puluh persen, tetapi bank-bank perdagangan
pada umumnya mempunyai cadangan sebanyak dua puluh lima
persen. D alam ke ad aan seprti ini operasi pasar terbuka dan kebijakan
mengubah tingkat bunga tidak akan member efek ke atas jumlah
penawaran uang. Untuk mempengaruhi penawaran uang, perlulan
terlebih d ahulu suku c ad ang an din aikk an menjadi du a puluh lim a persen.
4. Imbauan Moral (Moral Persu asion)

Dengan imb auan moral, otoritas moneter mencoba meng arahkan
atau mengendalikan jumlah uang beredar. Kebijakan ini dijalankan
oleh bank sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis
hal-hal yang harus dilakuk anoleh b ank-b ank perdang an, tetapi dengan
mengadakan pertemuan-pertemuan langsung dengan bank-bank
tersebut.

D alam pertemuan ini b ank sentral menjelaskan langkah-langkah
yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan bantuan-bantuan
apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank
perd ag ang an untuk menyuksesk an tind ak an tersebut. D ari pertemu an ini

M
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bank-bank perdagangan akan mengetahui langkah-langkah
bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha-usaha yang
sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan dan efek yang
diharapkan.
5. Prinsip — Prinsip Kebijakan Moneter d alam Perspektif Islam
Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus bebas dari unsur
yang berbau dengan riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang
termasuk didalamnya bunga bank yang sangat diharamkan secara
tegas dalam Al-Quran. Dan manajemen moneter dalam ekonomi Islam
didasarkan pasa prinsip bagi hasil. Kebijakan moneter dalam islam
berland ask an p ad a prinsip-prinsip d as ar ekonomi islam seb ag ai berikut:
Keku as aan tertinggi ad alah milik Allah SWT
Manusia ialah pemimpin (khalifah) di bumi, namun mereka bukan
lah pemegang sejati. Segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia
merupakan atas seizin Allah Tidak boleh menumpuk kekayaan.
Menghapus jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian.
Menetapkan kew ajiban yang sifatnya harus dan sukarela bagi semua
manusia, termasuk bagi anggota masy arak at yang miskin.
Mazh ab Instrumen Kebijak an Moneter d alam Ekonomi Islam
1. Mazhab pertama (Igtishaduna)

Padamasa awal Islam tid ak diperluk an su atu kebijak an moneter
karena system perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang
sangat minim. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk
melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang
melalui diskresioner. Tambahan pula, kredit tidak memiliki peran
dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan diantara
para pedagang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat

peminjam an (promissory notes) dan instrument negosiasi

SHIFALSALE Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 9, No. 5, 2024

274



(negotiable instruments) dirancang sedemikin sehingga tidak
memungkinkan penciptaan uang.
2. Mazhab Kedua (Mainstre am)

Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi
alokasi sumberdaya untuk kegiatan ekonomi produktif. Alquran
mel arang praktek penumpukan uang (money hoarding) karena
membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini
merancang sebuah instrument kebijakan yang ditujukan untuk
mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat
dialikasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara
keseluruh an.

Permintaan dalam islam dikelompokkan dalam dua motif yaitu
motif transaksi (transaction motive) dan motif berjaga-jaga
(prec aution ary motive). Sem akin bany ak uang yang menganggur (iddle)
berarti permintaan akan uang untuk berjaga-jaga semakin besar,
sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang
yang menganggur berbanding terbalik dengan permintaaan akan
uang untuk berjaga-jaga. Dues of iddle fund adalah instrument
kebijakan yang dikenakan pada semua asset produktif yang
meng anggur.

E. Penutup

Praktik moneter pada masa Nabi Muhammad SAW menggunakan
standar bimetal (emas dan perak). Kebijakan moneter mengatur jumlah dan
penyebaran uang untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dan
eksternal. Namun, kebijakan moneter konvensional memiliki kelemahan
seperti ketergantungan pada suku bunga dan riba, yang dilarang dalam
Islam. Pengelolaan mata uang syariah, yang didasarkan pada prinsip bagi
hasil, telah menunjukkan dampak positif di beberapa negara, meskipun
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tidak selalu menjadi solusi jangka pendek. Kebijakan moneter syariah harus
bebas dari suku bunga dan riba, menggunakan instrumen yang sesuai
dengan hukum syariah.
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